
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pe$ne$rapan ke$te$rbukaan informasi publik di pe$me$rintahan de$sa Ke$camatan 

Kumpe$h pe$rlu le$bih dioptimalkan agar se$suai de$ngan prinsip-prinsip yang 

te$rcantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 te$ntang Ke$te$rbukaan 

Informasi Publik. Undang-undang ini me$ne$gaskan bahwa se$tiap badan publik, 

te$rmasuk pe$me$rintah de$sa, wajib me$nye $diakan dan me$mbe$rikan informasi publik 

yang akurat, be$nar, dan mudah diakse$s ole$h masyarakat, ke$cuali informasi yang 

dike$cualikan se$suai ke$te$ntuan. Me$skipun sudah ada upaya de$ngan pe$manfaatan 

we$bsite$ de$sa, hampir se$luruh de$sa di Ke$camatan Kumpe$h be$lum me$miliki 

pe$raturan de$sa yang me$ngatur se$cara je$las me$nge$nai ke$te$rbukaan informasi, se$rta 

be$lum me$nunjuk pe$jabat pe$nge$lola informasi dan dokume$ntasi (PPID). Padahal, 

se$suai de$ngan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008, badan publik wajib me$mbangun 

dan me$nge$mbangkan siste$m pe$nge$lolaan informasi yang baik, e$fisie$n, dan dapat 

diakse$s de$ngan mudah. Ole$h kare$na itu, untuk me$wujudkan ke$te$rbukaan 

informasi yang optimal, pe$rlu se$ge$ra dibe$ntuk pe$raturan de$sa dan me$nunjuk PPID 

di se$tiap de$sa, menganggarkan dana untuk layanan informasi, membuat pojok 

layanan informasi se$rta me$mpe$rkuat kapasitas aparatur de$sa. De$ngan de$mikian, 

masyarakat dapat le$bih mudah me$ngakse$s informasi yang transparan dan 

akuntabe$l se$suai de$ngan hak me$re$ka se$bagaimana dijamin ole$h UU No. 14 Tahun 

2008. Ke$te$rbukaan informasi ini akan me$ningkatkan ke$pe$rcayaan masyarakat 

te$rhadap pe$me$rintah de$sa, se$rta me$ndorong partisipasi aktif dalam pe$ngawasan 

dan pe$rumusan ke$bijakan de$sa. 



Pe$ne$rapan ke$te$rbukaan informasi di de$sa-de$sa Ke$camatan Kumpe$h 

me$nunjukkan pe$rbe$daan yang signifikan, te$rgantung pada tingkat pe$rke$mbangan 

de$sa me$nurut Inde$ks De$sa Me$mbangun (IDM). De$sa Me$kar Sari, se$bagai de$sa 

swase$mbada, be$rhasil me$nge$lola we$bsite$ de$sa se$cara e$fe$ktif dan me$ningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pe$mbangunan, me$nce$rminkan good gove$rnance $ 

yang transparan dan akuntabe$l. Se$me$ntara itu, De$sa Sungai Aur dan De$sa Je$bus 

masih me$nghadapi tantangan dalam pe$ne$rapan ke$te$rbukaan informasi me$lalui 

me$dia digital, te$rutama kare$na kurangnya sosialisasi, re$ndahnya ke$sadaran 

masyarakat, dan ke$te$rbatasan kompe$te$nsi aparatur de$sa. Me$skipun te$lah ada 

upaya me$lalui papan informasi, musyawarah de$sa, dan grup WhatsApp, 

pe$me$rintah de$sa pe$rlu le$bih aktif dalam me$ningkatkan sosialisasi dan me$mpe$rkuat 

kapasitas aparatur untuk me$nge$lola informasi se$cara le$bih e$fisie$n. Pe$ningkatan 

kompe$te$nsi aparatur dan pe$manfaatan te$knologi digital dapat me$mpe$rce$pat 

te$rcapainya transparansi dan partisipasi yang le$bih luas, me$ndukung prinsip 

ke$te$rbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas se$suai de$ngan Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 te$ntang De$sa, guna me$wujudkan pe$me$rintahan de$sa yang baik dan 

be$rorie$ntasi pada ke$pe$ntingan publik. 

B. Saran 

1. Untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di 

pemerintahan desa Kecamatan Kumpeh, perlu segera disusun 

Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

mencakup tata cara penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran 

informasi secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 



Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

di setiap desa juga sangat penting untuk mengelola dan 

menyampaikan informasi publik secara efektif, sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, 

optimalisasi website desa sebagai media utama penyampaian 

informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan 

mengenai keterbukaan informasi, serta penyediaan sarana fisik 

seperti papan pengumuman, meja informasi, dan pojok layanan 

informasi akan mendukung aksesibilitas informasi oleh masyarakat. 

Pemerintah desa juga harus menganggarkan dana khusus untuk 

layanan informasi publik, guna menjamin keberlangsungan layanan 

ini secara berkelanjutan. Terakhir, evaluasi dan pengawasan berkala 

terhadap implementasi keterbukaan informasi perlu dilakukan untuk 

memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan 

ketentuan serta efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta pemerintahan desa 

yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Kecamatan 

Kumpeh. 

2. Pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh perlu meningkatkan 

sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat website desa melalui 

berbagai saluran komunikasi seperti musyawarah desa, papan 

informasi, dan media sosial, guna memastikan informasi dapat 



diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pencatatan data 

pengunjung website desa harus segera dilakukan untuk mengevaluasi 

efektivitas penyampaian informasi. Pemerintah desa juga harus 

meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan terkait 

keterbukaan informasi dan pengelolaan platform digital. Pembaruan 

informasi secara berkala serta penyusunan Peraturan Desa tentang 

Keterbukaan Informasi Publik sangat penting untuk memperkuat 

landasan hukum dalam pengelolaan informasi publik. Pemanfaatan 

media sosial dan teknologi digital lainnya dapat memperluas 

jangkauan informasi, sementara peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan kebijakan desa harus difasilitasi untuk 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga 

harus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan 

sumber daya desa dengan menyediakan informasi yang jelas dan 

terbuka. Selain itu, pemerintah daerah dan kecamatan harus secara 

aktif memberikan pelatihan dan melakukan evaluasi berkala terhadap 

aparatur desa guna meningkatkan kompetensi serta memastikan 

pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik di tingkat desa. Koordinasi lintas tingkatan ini 

sangat penting dalam menciptakan sistem informasi desa yang 

berkelanjutan dan terpercaya. 

 


